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BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 4/ TAHUN 2017

TENTANG :

PETUNJUK TEKNIS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a bahwa dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) Pasaman Barat sebagai
Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh, maka
perlu  adanya petunjuk teknis  pelaksanaan
pengelolaan keuangan RSUD Pasaman Barat;

b bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian
hukum, maka PERLU MENETAPKAN Peraturan

Bupati tentang petunjuk pengelolaan keuangan
BLUD RSUD Pasaman Barat;

4

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya,
Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman
Barat di Propinsi Sumatera Barat. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8§,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
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Memperhatikan:

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4483);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

6. "Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005
Nomor 48);

7 Pperaturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 43578);

8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35
Tahun 2009 tentang Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat ¢ |
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan |'
Susunan Perangkat Daerah;

$ )

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan
Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61

Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

t
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Menetapkan

A, Pernturan Menteri Keunngan Nomor
76/ PMK.08/ 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan
Pelaporan Keunngan Badan Layanan Umuim;

fh,  Keputusnn Menterl Kesehatan Nomor
703/ MENKES/HK/IA/2000  tentang Petunjuk
Peluksannan  Pengadann barang dan Jasi pada
Instansl Pemerintah Pola Pengelolann  Keuangan
Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen

Kesehntan,

6 Pernturan Dirjen Perbendaharaan Nomor
67/PB3/2007  tentang, Tatacnra  Pengintegrasian
Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Ke
Dalam Laporan Keuangan Kementerian

Negnrn/Lembagn;

7 Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor
50/P13/2007  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan
Pengelolaan  Penerimaan  Negara Bukan Pajak -
(PNBP) Oleh 8atuan Kerja Instansi Pemerintah ’
Yang Menerapkan Pola  Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (PK- BLU);

8 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 88 Tahun
2015 tentang Pola Tata Kelola Rumah 8akit Umum
Daernh  Pasaman Barat Scbagai  Organisasi
Perangkat  Dacrah Yang Menerapkan  Pola
Pengelolann  Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
TEKNIS POLA PENQELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

)

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daecrah adalah Kabupaten Pasaman Barat.

2. Pemerintahan  Daerah adalah  penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip  otonomi  scluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

4. Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat yang
selanjutnya disingkat RSUD. Adalah  Organisasl
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). )

5. Dewan Pengawas RSUD yang selanjutnya disebut
Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas
melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap
pengelolaan RSUD.

6. Direktur adalah Direktur RSUD Pasaman Barat
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah
atau Unit kerja Pada Organisasi Perangkat Daerah
dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk
untuk memberika pelayanan kepada masyarakat
berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual —
tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan /
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada
prinsip efisiensi dan produktifitasnya.

8. Pengelolaan Keuangan BLUD adalah kegiatan
yang meliputi Perencanaan dan penganggaran,
dokumen pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja, Pengelolaan kas, pengelolaan piutang
dan utang, investasi, pengelolaan barang, akuntansi
dan pelaporan serta pertanggung jawaban,
akuntabilitas  kinerja, surplus dan defisit.

9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah, yang disingkat PPK BLUD, adalah
pola pengelolaan keuangan yang memberikan
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan
praktek-praktek  bisnis yang sehat untuk

meningkatkan pelayanan, kepuasan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan ~
umum dan mencerdasakan kehidupan o~

bangsa,sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

10.Pejabat  Pengelolaan Keuangan Daerah, yang
selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pasaman
Barat yang memiliki tugas melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah.

11.Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat
RKA adalah Rencana dan Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara;

12.Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD yang
selanjutnya disingkat RBA RSUD, adalah dokumen
Rencana Bisnis Anggaran dan penganggaran tahun
anggaran bersangkutan yang berisi program,
kegiatan, target kinerja, dan anggaran RSUD;
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13 Praktek hisnis vang schat adalah
penyTienguanan fungsi  onganisasi bendasarkan
xaidah-kaxdah manajemen yang baik dalam mangka
pembenian layanan  yanQ dermutu dan
berkesinambungan;

14 Pembiayaan dan tan{ adakh perhitungan hiaya per
unit gt cosy lavanan  atan hasil pennvestasi
dana atas  pertimbangan  kontinuitas dan
pen@embangan layanan, daya bell masyamakal, ams
keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat

15.Rencana strategis bisnis mencakup
a. Visi, waitu suam gambaman yang menantang

tentang keadaan masa depan yang benukan cita
dan citra yang ingin divwjudkan;

b, Misi, wyaita sesuatu  yang harus  diemban
atau dilaksanakan sesual st yang
ditetapkan, agar tyuan organisasi dapat
terlaksana dan berhasil dengan baik;

¢. Program strategis, ¥yaitu progmam yang bensi
proses Kegiatan yang berorientasi pada hasil -~

yvang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satw)
tahun sampai dengan 5§ (ima) tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala
yang ada atau mungkin timbul ; dan
d. Pengukuran pencapaian kinega, yaitu
pengukuran yang dilakukan dengan
menggambarkan apakah hasil kegiatan tahun
berjalan dapat tercapai dengan disertai analisis
atas faktor-faktor intemal dan ekstermal yang
mempengaruhi tercapainya kinega tahun begalan.
16.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk
kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana
lancar dalam periade anggaran bersangkutan yang
tidak perfu dibayar kembali; )
17.Belanja adalah semua pengeluaran dan rekening
kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam
pericde tahun anggaran bersangkutan yang tidak
a_kan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD;
18.Biaya  adalah  sgjumlah  pengeluaran  yang
mengurangi ekuitas dana lancar untuk mempeiukh
gaLrSgg dan/atau jasa untuk keperiuan operasional
19.Investasi adalah penggunaan asset  untuk
mquemkh manfaat ekonomis yang dapat
meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka

20 g;laya:;nu kepada masyarakat;

.Basis al adalah basis akuntansi yang mengakui
pengnmhu-ansnksidanpcﬁstiwahinmpndx:mmt
transaksi dan peristima itu  tegadi  tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas didapat atau
dibayar;

QI.Reker‘\ing kas BLUD RSUD adalah rekening tempat
penyimpanan uang RSUD yang dibuka oleh Direktur
pada . bank umum untuk menampung seluruh
penerimaan pendapatan dan pembayaran
pengeluaran RSUD;

‘)
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22.Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu
laporan keuangan yang merupaktan gabungan
keseluruhan laporan keuangan enutas akuntansl
sehingga tersaji sebagai suatu entitas pelaporan;

23.Dokumen pelaksanaan anggaran RSUD, yang
selanjutnya disingkat DPA RSUD adalah dokumen
yang memuat pendapatan dan biaya, proygksn arus
kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang
akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh RSUD;~ '

24 Rencana Strategis Bisnis RSUD yang selanjutnya
disingkat Renstra Bisnis adalah dokumen lima
tahunan yang memuat visi, misi, program strategis,
pengukuran pencapaian kinerja dan arah
kebijakan operasional RSUD;

25.Praktek bisnis yang sehat adalah
penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan
kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka
pemberian layanan yang bermutu dan
berkesinambungan; -3

26.Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan
operasional yang diterima oleh RSUD yang berasal
dari barang dan/atau hasil usaha lainnya;

27.Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum
dalam neraca RSUD pada akhir tahun buku tertentu,
dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah
yang tidak terpisahkan;

28.Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa
yang diberikan oleh RSUD termasuk imbalan hasil
yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan
untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya
per unit layanan.

BAB Il
PENGELOLAAN KEUANGAN RSUD ﬂ

Bagian Pertama
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 2

(1) RSUD wajib menyusun :

a. Renstra Bisnis RSUD dengan mengacu kepada
Rencana Strategis Daerah;

b. RBA RSUD tahunan dengan mengacu kepada
Renstra Bisnis RSUD.

(2) Renstra Bisnis RSUD Sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a mencakup pernyataan visi, misi,
program strategis, pengukuran pencapaian kinerja,
rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi
keuangan lima tahunan RSUD.

(3) Direktur wajib menyusun RBA RSUD paling lambat 1
(satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

(4) Rancangan RBA RSUD disampaikan kepada Kepala
Daerah untuk mendapatkan pengesahan. 4
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Pasal 3

(1) Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2),
memuat suatu gambaran tentang keadaan masa
depan yang berisikan cita dan citra yang ingin
diwujudkan;

(2) Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
memuat sesuatu yang harus diemban atau
dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar
tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan
bidangnya dan berhasil dengan baik;

(3) Program strategis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2), memuat program yang berisi
proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu)
sampai dengan 5 (lima) tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala
yang ada atau mungkin timbul;

(4) Pengukuran  pencapaian kinerja  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memuat ukuran |
yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian
hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-
faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi
tercapainya kinerja;

(5) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), memuat rencana
capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima)
tahun;

(6) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), memuat perkiraan
capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima)
tahun;

Bagian Kedua
Penganggaran N
Pasal 4

Penyusunan RBA RSUD disusun berdasarkan prinsip
anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya
menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan
kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan
diterima dari masyarakat, badan lain, APBD dan APBN,
dan sumber-sumber pendapatan RSUD lainnya.

Pasal 5
RBA RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan

kegiatan RSUD dengan berpedoman pada pengelolaan
keuangan RSUD.

"\
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Pasal 6

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, memuat @
a. Kinega tahun berjalan;

. Asumsi mikro dan makro;

Target kinerja;

Analisis dan perkirnan biaya satuan;

Perkirnan harga;

Anggaran pendapatan dan biaya;

Besaran prosentase ambang batas;

. Prognosa laporan keuangan;

Perkiraan maju (fonvand estimate),

Rencana pengeluaran investasi/modal; dan

Ringkasan pendapatan dan biaya

untuk konsolidasi dengan RKA-APBD.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan
minimal dan biaya dar keluaran yang akan
dihasilkan.

F ot~ I - N~

Pasal 7

(1) Kinegja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi pencapaian kinerja
tahun berjalan;

(2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b antara lain meliputi
tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai kurs,
tarif, dan volume pelayanan;

(3) Target kinerja scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf ¢, meliputi antara lain
perkiraan pencapaian kinerja pelayanan dan perkiran
keuangan pada tahun yang direncanakan.

(4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, merupakan
perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau
jasa pelayanan yang diberikan, setelah
memperhitungkan seluruh komponen biaya dan
volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan;

(S) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual
produk barang dan /atau jasa setelah
memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat
margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif
layanan;

(6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, merupakan
rencana anggaran untuk seluruh kegiatan
tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang
tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.

(7) Besaran persentase ambang batas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf
g, merupakan besaran persentase perubahan
anggaran bersumber dari pendapatan operasioanal
yang diperkenankan dan ditentukan dengan
mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional
RSUD.
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(8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dima}<sud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, merupakan perklragn
realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin
pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus
kas.

(9) Perkiraan maju (forward estimate) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, merupakan
perhitungan kebutuhan dana untuk tahun yang
direncanakan guna memastikan kesinambungan
program dan kegiatan yang telah disetujui dan
menjadi dasar penyusunan anggaran tahun
berikutnya.

(10)Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j,
merupakan rencana pengeluaran dana untuk
memperoleh aset tetap.

(11)Ringkasan pendapatan dan biaya utuk
konsolidasi  dengan RKA-APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k, merupakan
ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang ?‘
disesuaikan dengan format RKA - APBD.

Pasal 8

(1) RBA RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
disajikan sebagai bahan yang tidak terpisahkan dari
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
Barat tentang APBD.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipersamakan sebagai RKA-SKPD.

Pasal 9

(1) RBA RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya -
disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah
Daerah untuk dilakukan penelaahan;

(2) RBA RSUD yang telah dilakukan penelaahan oleh
Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan kembali
kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat PPKD untuk dituangkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 10

(1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Direktur
melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk
ditetapkan menjadi RBA definitif;

th
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(2) RBA definitif scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipakai sebagal dasar penyusunan DPA RSUD untuk
diajukan kepada PPKD.

Bagian Kedua
DPA RSUD
Pasal 11

(1) DPA RSUD paling sedikit mencakup seluruh
pendapatan dan belanja, proyeksi, arus kas, serta
jumlah dan kualitas jasa dan atau barang vang akan
dihasilkan RSUD.

(2) PPKD sesuai dengan kewenangannya,
mengesahkan DPA RSUD paling lambat tanggal 31
Desember menjelang awal tahun anggaran;

(3) Dalam hal DPA RSUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) belum disahkan oleh PPKD, Direktur RSUD
dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar g
angka DPA RSUD tahun sebelumnya;

(4 DPA RSUD yang telah disahkan oleh PPKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
lampiran  dan perjanjian kinea yang
ditandatangani oleh Kepala Daerah sesuai dengan
kewenangannya dengan Direktur antara lain memuat
kesanggupan untuk meningkatkan :

a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;

b. kinerja keuangan dan non keuangan;
c. manfaat bagi layanan masyarakat dan;
d. menerapkan praktek bisnis yang sehat.

(5)DPA RSUD menjadi dasar dan penarikan dana
bersumber dari APBN dan atau APBD oleh RSUD.

(6) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal,
barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan £
ketentuan yang berlaku. g

(7) Penarikan dana untuk barang dan/atau jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebagai selisih
(mismatch) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan
aliran kas yang diharapkan dengan jumlah
pengeluaran yang diproyeksikan dengan
memperhatikan anggaran kas yang telah dtetapkan
dalam DPA-RSUD.

Bagian Ketiga
Pendapatan dan Belanja
Pasal 12
Pendapatan dan Belanja RSUD bersumber dari :

a. jasa layanan;
b. hibah;

H
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c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
d. APBD;

e. APBN;
f. lain-lain pendapatan RSUD yang sah.

Pasal 13

(1) Pendapatan RSUD yang bersumber dari jasa layanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a,
berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan
yang diberikan kepada masyarakat.

(2) Pendapatan RSUD yang bersumber dari hibah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b,
dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.

(3) Hasil kerjasama RSUD dengan pihak lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c,
dapat berupa perolehan dari kerja  sama
operasional, sewa menyewa, dan usaha lainnya yang
mendukung tugas dan fungsi RSUD. -

(4) Pendapatan RSUD yang bersumber dari APBD ]
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d,
berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit
anggaran Pemerintah Daerah bukan dari kegiatan
pembiayaan APBD.

(5) Pendapatan RSUD yang bersumber dari APBN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e,
berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah
Pusat dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi
dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.

(6) RSUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi
dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan
diselenggarakan  secara terpisah  berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dalam pelaksanaan APBN.

(7) Lain-lain pendapatan RSUD yang sah sebagaimana :
dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, antara lain :

a. hasil penjualan kekayaan yang tidak

dipisahkan;

b. hasil pemanfaatan kekayaan;

c. jasa giro;

d. pendapatan bunga;

e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap
mata uang asing;
komisi, potongan, ataupun bentuk lain
sebagai akibat dari penjualan dan/atau
pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSUD;

g. hasil investasi.

e}

Pasal 14
(1) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 kecuali yang berasal dari hibah terikat,

dapat dikelola langsung untuk membiayai
pengeluaran RSUD Pasaman Barat sesuai RBA.

£
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(2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diperlukan sesuai peruntukannya.

(3) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f,
dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD
Pasaman Barat dan dicatat dalam kode rekening
kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-
lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek
pendapatan RSUD Pasaman Barat sebagai Organisasi
Perangkat Daerah yang menerapkan PPK BLUD.

(4) Seluruh pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud
pada ayat(3) dilaporkan kepada PPKD setiap

triwulan.

Pasal 15

(1) Biaya RSUD terdiri dari biaya operasional dan non
operasional.

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban &'\
RSUD dalam rangka menjalankan tugas dan '
fungsinya.

(3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi
beban RSUD dalam rangka menjalankan tugas dan
fungsi.

(4) Biaya RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dialokasikan untuk membiayai program peningkatan
pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan
pendukung pelayanan.

(5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan
kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 16 o~

(1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1), terdiri dari :

a. biaya pelayanan, meliputi :
1) biaya pegawai;
2) biaya bahan;
3) biaya pemeliharaan;
4) biaya barang dan jasa dan;
5) biaya pelayanan lain-lain.

b. biaya umum dan administrasi,meliputi :
1) biaya Pegawai;
2) biaya administrasi kantor;
3) biaya pemeliharaan;
4) biaya barang dan jasa;
5) biaya promosi dan;
6) biaya umum dan administrasi lain-lain.

2
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i elayanan sebagaimana dimaksud pada .ayat

a ﬁ‘ry}?ufuf 32’1, mencakfp seluruh biaya operas_lonal
yang berhubungan langsung dengan kegiatan
pelayanan. o . -

(3) Blaya umum dan administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh
biaya operasional yang tidak berhubungan langsung
dengan kegiatan pelayanan.

Pasal 17

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1), terdiri dari :

a. biaya bunga;

b. biaya administrasi bank;

c. biaya kerugian penjualan aset

d. biaya kerugian penurunan nilai;

e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 18 ""

(1) Seluruh pengeluaran RSUD yang bersumber dari
dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf
a, huruf b, huruf ¢, dan huruf f disampaikan kepada
PPKD setiap bulan. '

(2) Seluruh pengeluaran RSUD yang bersumber dari
dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah
Membayar (SPM) Pengesahan yang dilampiri dengan
Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).

(3) Bentuk format Surat Pernyataan Tanggung Jawab
(SPTJ) dan laporan akan ditetapkan lebih lanjut oleh
Direktur.

Pasal 19

(1) Pengeluaran biaya RSUD diberikan fleksibilitas .
dengan  mempertimbangkan  volume kegiatan
pelayanan.

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meru ngelya ' isespaikan da
signilﬁ?alilap jzpngmﬂagifugﬁgnyaggn apa&nkﬁgalaqrg
ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara
definitif.

(3) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya
rumah sakit yang berasal dari pendapatan selain
dari APBN/APBD dan hibah terikat;

(4) Fleksibilitas perubahan anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) RSUD dapat melakukan
perubahan RBA RSUD Pasaman Barat setiap
triwulan.

(5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
akan dilakukan perhitungan kumulatif pada
anggaran perubahan tahun berjalan.
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(6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUQ
mengajukan  usulan  tambahan anggaran  dari
APBD kepada TAPD melalui Sekretaris Dacrah sesuai
dengan mekanisme perubahan APBD.

Pasal 20

(1) Ambang batas RBA RSUD scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (2), ditetapkan dengan besaran
persentasc;

(2) Besaran persentase scbagaimana dimalfsud pada
ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan
fluktuasi kegiatan operasional RSUD.

(3) Besaran presentase scbagaimana dimaksud pada
ayat (2), ditetapkan dalam RBA RSUD dan DPA RSUD
Pasaman Barat oleh BPKD. )

(4) Persentasc  ambang batas tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang
dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional ~
dan dapat dipertanggungjawabkan. (®

Bagian Keempat
Pengelolaan Kas
Pasal 21
Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang
dananya bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja

sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang
sah, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD.

Pasal 22
(1) Dalam rangka pengelolaan kas, BLUD RSUD
menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut : <
a. merencanakan penerimaan dan pengelolaan .
kas; |

b. melakukan pemungutan pendapatan dan
atau tagihan;

c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;

d. melakukan pembayaran;

e¢. mendapatkan sumber dana untuk menutup
defisit jangka pendek untuk memperoleh
pendapatan;

f. memanfaatkan surplus kas jangka pendek
untuk memperoleh tambahan.

(2) Pengelolaan kas BLUD RSUD dilaksanakan
berdasarkan praktek bisnis yang sehat.

(3) Penarikan dana yang bersumber dari APBN dan atau
APBD dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah
Membayar  (SPM) sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

i
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(1) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ dibuka oleh Dircktur RSUD pada Bank
Nagari Cabang Simpang Empat yang di snhlm.n oleh
Kepnla Dacrah  melalui  Keputusan  Bupati atas
penetapan  rekening  daerah Kabupaten Pasaman
Barat,

5) Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ dilakukan sebagai investasi jangka pendck
pada instrumen keuangan dengan resiko rendah,

Bagian Kelima
Pengelolaan Piutang dan Utang
Pasal 23

(1) RSUD dapat memberikan piutang schubungan
dengan penyerahan barang, jasa, dan atau transaksi
lainnya yang berhubungan langsung atau tidak -
langsung dengan kegiatan RSUD.

(2) Piutang RSUD dikelola dan diselesaikan secara
tertib, efisien, ckonomis, transparan dan
bertanggung jawab serta memberikan nilai tambabh,
sesuai dengan praktek bisinis yang sechat dan
berdasarkan  ketentuan peraturan perundang-
undangan,

(3) RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat
piutang jatuh tempo.

(4) Untuk melaksanakan tagihan piutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), RSUD Pasaman Barat.
menyiapkan bukti dan administrasi penagihan
serta menyelesaikan tagihan atas piutang RSUD.

(5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) yang sulit ditagih dapat dikoordinasikan
kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah €
dengan dilampiri bukti-bukti valid yang sah.

(6) Piutang RSUD dapat dihapus secara mutlak atau
bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang
nilainya  ditetapkan  secara berjenjang.

(7) Kewenangan penghapusan piutang secara berjenjang
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan
oleh:

a. Pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan
Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

b. Kepala Daerah/Bupati untuk jumlah lebih
diatas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
s/d Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)

c. Kepala Daerah/Bupati untuk  jumlah
lebih/diatas Rp. 5.000.000.000 (lima milyar
rupiah) dengan memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

a
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Panal 2

(1) KOO dapat melakkan plnjnimnn Julining
poliabungan denggan kegdnton operantonnl dinn nint
perilatan peminjwmin - dengan pllnk flir abim
pornetiguinn Kepala: Daerah dengin menyainpidlan
PEHOhonan. wecien fortalin disertal donggn sty
Kelayadinn hatan,

() Plgnman/atwgg RBUD dibelolin dun dinelesnlknn
weenrn terth,  elinlen, ekonomin,  teanspacin,  din
Bortnmgaingy Jowaby sennd demgian prakdelc Dianin
yo wehind,

() Pemantuntan — plafamnn/utame yang - berasal - darl
porikatan peminfaman - fangkn pendoke ditajubkan
hanyin untule belanfn operastonnl termasuk untuk
menutup definlt kon,

(1) Pomanlnntan  ulang - yany horanal  darl  pertlatnn
pendnfaman fangka panjung ditujukan hnnya untuk
belanjn modal/pengelanran investanl,

(1) PinJaman Jangka panjung sebagalmann dhmuadesud s
pada ayat (1) terlebil dabulu walb - mendapal
persetiunn Kepula Duerah,

(6) Perilatan peminfnman dilakukan oleh Pejabat ynng
berwenang  wecarn berjenjang berdasarkan  nllal
plifaman,

(7) Bupatl  dapat  memberlknn  pernetijuan atnu
penolakan dengan memperhntiknn study  kelnyakan
wtang nebagalmana yang dimaksud pada ayat 1,

Yannl 2H

(1) REUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang
telah  Jotuh  tempo  yang  dianggarkan  melalul
RUA/DPA REUD,

(2) Direktur dapat melakukan pelampanuan pembayaran
bungn dan pokok wepunnjong tdak meleblhl nllal K ]
ambang batan yang telah ditetaplkan dalam RBA/DPA
RUUD,

Baglan Keenam
Inventanl
Pannl 20

(1) RSUD  dapat melakukan  Inveatasl  nepanjang

memberl manfant bugl peningkatan
pendapatan dan pelayanan kepada masyarnkat sertn
tdak  menpganggu Hkulditam Keuangan

Pemerintnh Daernh,

(2) Inventanl - nebagaimana - dimakaud  pada ayat (1)
berupn Investanl  Jangka  pendek  dan  investasl
Jangkn panjang, atan pernetujunn Kepala Daerah,

s
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Pasal 27

(1) Investasi jangka pendck sebagaimana dim.aksud
dalam Pasal 26 ayat (2) merupakan investasi yang
dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk
dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan dengan pemanfaatan
surplus kas jangka pendck.

(3) Karakteristik investasi jangka pendek scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), adalah :

a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
c. beresiko rendah.

Pasal 28
(4) Investasi jangka penjang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (2) tidak dapat dilakukan
kecuali berdasarkan persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 29

Investasi sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1)
dapat dilaksanakan apabila PPK BLUD dengan status

BLUD penuh dan dengan persetujuan Bupati disertai
dengan study kelayakan investasi.

Pasal 30

(1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 ayat (1) merupakan pendapatan RSUD.

(2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dipergunakan secara langsung untuk
membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Ketujuh
Kerjasama
Pasal 31

(1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas
pelayanan, RSUD dapat melakukan kerjasama
dengan pihak lain atas izin Kepala Daerah.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas,
ckonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 32

(1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud
dalam pasal 31 ayat (1), antara lain :
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a. kerjasama operasi,
b. sewa menyewa,
c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan

fungsi RSUD.

(2) Kerjasama operasi scbagaimapa dimaksud pada
ayat (1) huruf a, merupakan 1katag antara RSUD
dengan pihak lainnya, melalui pengelolaan
manajemen dan proses operasional secara bersama
dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan
kedua belah pihak.

(3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat'(l)
huruf b, merupakan hak penggunaan/pemakaian
barang/alat RSUD kepada pihak lain atau
sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa
bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu,
baik sekaligus maupun secara berkala.

(4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi
RSUD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
merupakan kerjasama dengan pihak lain yang o
menghasilkan pendapatan bagi RSUD dengan tidak
mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi
kewajiban RSUD antara lain dari kerja sama jasa
pelayanan perawatan dan pendidikan.

Pasal 33

(1) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 merupakan pendapatan RSUD.

(2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk
membiayai pengeluaran sesuai RBA RSUD Pasaman
Barat.

Bagian Kedelapan P
Pengadaan Barang dan/atau Jasa
Pasal 34

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD
dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku
bagi pangadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

(2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan
berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan,
bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan
praktek bisnis yang sehat.

Pasal 35

(I) RSUD selaku Organisasi Perangkat Daerah yang
melaksanakan PPK BLUD diberikan fleksibilitas
berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari
ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan
barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) apabila terdapat
alasan efektifitas dan/atau efisiensi. +
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(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang
sumber dananya berasal dari pendapatan fungsional,
yaitu :

a. jasa layanan;

b. hibah tidak terikat;

c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
d. lain-lain pendapatan RSUD yang sah.

Pasal 36

(1) Dalam penetapan jenjang nilai
pengadaan/penyedia barang dan/atau jasa di
RSUD mengacu pada Peraturan Bupati Pasaman
Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenjang Nilai
Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.

(2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan/atau
jasa yang ditetapkan melalui peraturan bupati D\
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat
menjamin ketersediaan barang dan /atau jasa
yang lebih  bermutu,  lebih murah, proses
pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah
menyelesaikan dengan kebutuhan untuk mendukung
kelancaran pelayanan RSUD.

Pasal 37

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal
dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti
ketentuan pengadaan dari pemberian hibah, atau
ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang
berlaku bagi RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

ram))

Pasal 38

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34, dilakukan oleh pelaksana
pengadaan barang dan/atau jasa.

(2) Untuk  kelancaran dalam pengadaan barang
dan/atau jasa di RSUD dibentuk Unit Layanan
Pengadaan Barang dan/atau Jasa (ULPBJ) yang
ditetapkan dengan keputusan Direktur.

(3) Unit Layanan Pengadaan Barang dan/atau Jasa
(ULPBJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang
dan/atau jasa guna keperluan RSUD.

(4) Unit Layanan Pengadaan Barang dan/atau Jasa
(ULPBJ), sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
dari personil yang memahami tata cara pengadaan,
substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan
dan bidang lain yang diperlukan.

£
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Pasal 39

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dun/atan Junn
sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 38 ayat (),
dilakukan dengan prinsip
1. Objektivitas,  dalam hal penunjukan yung
didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan
pengetahuan  mengenal — proses dan  prosedur
pengadaan barang dan/atau josa, tanggung Jawab
untuk mencapai sasaran kelancarandan  ketepatan
tercapainya  pengadan barang dan/atau josa;
Independensi, dalam hal menghindarl dan mencegah
terjadinya  pertentangan kepentingan  dengan pihok
terkait dalam melaksanakan penunjukan pejubal lnin
baik langsung maupun tidak langsung; dan
3. Saling uji  (cross check), dalam hal berusaha
memperoleh  informasi  dari  sumber  yang
berkompeten,  dapat  dipercayn,  dan dapat
dipertanggungjawabkan untuk mendapat keyakinan
yang memadai dalam melaksanakan penunjukan o
pelaksana pengadaan lain,

| ]

Bagian Kesembilan
Pengelolaan Barang
Pasal 40

(1) Barang inventaris milik RSUD dapat dialihkan
kepada pihak lain dan atau dihapuskan berdasarkan
pertimbangan ckonomis Dan berdasarkan
persetujuan Kepala Daerah.

(2) Pengalihan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan cara dijual,
dipertukarkan atau dihibahkan dengan membuat
berita acara pengalihan dan serah terima kepada
pihak lain.

(3) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang
untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang
tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.

(4) Penerimaan  hasil penjualan barang inventaris
sebagai pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) merupakan pendapatan RSUD.

(5) Pengalihan dan atau penghapusan barang inventaris
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan
ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Daecrah melalui
Sekretaris Daerah dan dituangkan dalam laporan
keuangan RSUD.

<.

Pasal 41
(1) RSUD tidak dapat mengalihkan dan atau

menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan
Kepala Daerah.

i
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(2) Aset tetap scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan aset berwujud yang mempunyai masa
mznfazt lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk
digunakan dalam kegiatan RSUD atau dimanfaatkan
oleh masyarakat umum.

(3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset
tetzp sebagaimana dimaksud pada ayat (})
diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis
barang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. )

(4) Penerimazn hasil penjualan aset tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan
RSUD.

(5) Pengalinan dan atau penghapusan aset tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris
Daerah.

(6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidalf
terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi "
RSUD harus mendapat persetujuan Kepala Daerah "
melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 42

(1) Tanah dan bangunan RSUD disertifikatkan atas
nama Pemerintah Daerah.

(2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan RSUD
Pasaman Barat untuk penyelenggaraan tugas pokok,
fungsinya dapat dialihkan oleh Direktur dengan
persetujuan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

Bagian Kesepuluh
Surplus dan Defisit Anggaran 0
Pasal 43

(1) Surplus anggaran RSUD merupakan selisih lebih
antara realisasi biaya RSUD pada satu tahun
anggaran.

(2) Surplus anggaran RSUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran
berikutnya kecuali atas permintaan Kepala Daerah
sesuai kewenangannya disetorkan sebagian atau
scluruhnya kckas dacrah dengan mempertimbang
kan posisi likuiditas RSUD.

Pasal 44
(1) Defisit anggaran RSUD merupakan selisih kurang

antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya
RSUD pada satu tahun anggaran,

a
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(2) Defisit anggaran RSUD dapat diajukan usulan
pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya
kepada BPKD.

Bagian Kesebelas
Penyelesaian Kerugian
Pasal 45

Setiap kerugian Daerah pada RSUD yang disebabkan
oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian
seseorang diselesaikan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian
kerugian daerah.

Bagian Keduabelas
Penatausahaan Q
Pasal 46

Penatausahaan keuangan RSUD paling sedikit memuat :
. pendapatan/biaya;

. Penerimaan/pengeluaran;

. utang/piutang;

. persediaan, aset tetap dan investasi; dan

. ekuitas dana.

NP WN =

Pasal 47

(1) Penatausahaan RSUD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 didasarkan pada prinsip pengelolaan
keuangan bisnis yang sehat.

(2) Penatausahaan RSUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, m
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 48
(1) Direktur RSUD menetapkan kebijakan
penatausahaan keuangan RSUD.
(2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPKD.
Bagian Ketigabelas
Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan
Pasal 49
RSUD menerapkan sistem informasi manajemen

keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis
yang sehat.

\
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Pasal 50

(1) Setiap transaksi keuangan RSUD harus
diakuntansikan dan  dokumen  pendukungnya
dikelola secara tertib.

(2) Akuntansi dan laporan  keuangan RSUD
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimnksud. pada ayat
(2) menggunakan basis akrual bmk” dalam
pengakuan, pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan
ekuitas dana. _

(4) RSUD mengembangkan dan mencrapkan sistem
akuntansi dengan mengacu kepada standar
akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis
layanannya

Pasal 51

(1) Laporan keuangan RSUD sebagaimana dimal.(suc! .
dalam Pasal 50 ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi
laporan realisasi anggaran/laporan  operasional,
neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan
keuangan, disertai mengenai laporan kinerja.

(2) Laporan keuangan unit-unit usaha/layanan yang
diselenggarakan RSUD dikonsolidasikan dalam
laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

(3) Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha/
layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat
sebagai lampiran laporan keuangan RSUD.

(4) Laporan keuangan RSUD scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada

Bupati,sesuai dengan kewenangannya, untuk
dikonsolidasikan dengan laporan keuangan :
Pemerintah Daerah. { )

(5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1)
disampaikan kepada Kepala Daerah, sesuai dengan
kewenangannya, paling lambat 1 (satu) bulan setelah
periode laporan berakhir.

(6) Laporan keuangan RSUD merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban
keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman
Barat

(7) Penggabungan laporan keuangan RSUD adalah
laporan keuangan RSUD dan Pemerintah Daerah
disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah
dan Standar akuntasi Keuangan.

(8) Laporan  pertanggungjawaban keuangan RSUD
diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan,

f
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Bagian Keempatbelas
Akuntabilitas Kinerja
Pasal 52

(1) Direktur  bertanggung jawab terhadap kinerja
operasional RSUD sesuai dengan tolok ukur yang
ditetapkan dalam RBA RSUD. o

(2) Direktur mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja
operasional RSUD secara terintegrasi dengan laporan
keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1).
yeri BAB Il

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 53

(1) Pembinaan RSUD dilakukan oleh Kepala Daerah \a
melalui Sekretaris Daerah.
(2) Pembinaan keuangan RSUD dilakukan oleh BPKD.

Pasal 54

(1) Pengawasan operasional RSUD dilakukan oleh
pengawas internal.

(2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern
(SPI) yang berkedudukan langsung di bawah
Pemimpin RSUD.

(3)

Pasal 55

Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal .
(54), dibentuk dengan mempertimbangkan : <\
a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
b. Kompleksitas manajemen;
c. Volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 56

(1) Pangawas internal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal (54) bersama-sama jajaran manajemen
RSUD Pasaman Barat  menciptakan dan
meningkatkan pengendalian internal RSUD.

(2) Fungsi pengendalian internal RSUD, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen
RSUD dalam hal :

pengamanan harta kekayaan;

menciptakan akurasi system informasi keuangan;

menciptakan efisiensi dan produktifitas;

mendorong dipatuhinya kebijakan
manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang
sehat.

oo P
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(3) Kriteria dan persyaratan yang dapat diusulkan
menjadi pengawas internal antara lain :
a, mempunyai ctika, integritas dan kapabilitas yang
memadai;
b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis
scbagai pemeriksa;

BAB IV
REMUNERASI
Pasal 57.

(1) Direktur, Dewan Pengawas, dan pegawai ,RSUD
dapat diberikan remunecrasi sesuai dengan tingkat
tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang
diperlukan.

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1.!,
merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gajl, a
tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atau \
prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.

Pasal 58

(1) Penctapan remunerasi RSUD mempertimbangkan
faktor-faktor :
a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola RSUD,
tingkat pelayanan serta produktifitas;
b. pertimbangan persamaannya dengan
industri pelayanan sejenis;
c. kemampuan pendapatan RSUD;
d. kinerja operasional RSUD yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah dengan mempertimbangkan
antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu
dan manfaat bagi masyarakat. e
(2) Ketentuan mengenai remunerasi sebagaimana ( y
dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh
Direktur berdasarkan pembagian persentase
Operasional dan besaran jasa/remunerasi yang
ditetapkan oleh Bupati Pasaman Barat.

BAB V
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA
Pasal 59

(1) Evaluasi dan penilaian kinerja RSUD dilakukan
sctiap tahun oleh Kepala Daerah dan/atau Dewan
Pengawas terhadap aspek keuangan dan non
keuangan.

(2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur
tingkat pencapaian  hasil pengelolaan RSUD
sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dan RBA
RSUD.

g
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Pasal 60

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dapat diukur

berdasarkan tingkat kemampuan RSUD dalam: _

a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari
layanan yang diberikan (rentabilitas); -

b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas}),

c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas);

d. kemampuan penerimaan dari jasa  layanan
untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 61

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dapat diukur
berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal
pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

BAB VI 53)
KETENTUAN LAIN
Pasal 62

Investasi yang telah dimiliki atau dilakukan RSUD
sebelum ditetapkan menjadi PPK-BLUD RSUD, dianggap
telah mendapat persetujuan investasi dari Bupati
Pasaman Barat, sesuai dengan kewenangannya, pada
saat RSUD ditetapkan menjadi PPK-BLUD.

Pasal 63
Pada saat mulai berlakunya peraturan Bupati Pasaman
Barat semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan =
dengan kegiatan pelayanan RSUD yang telah ada, tetap '\
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64
Hal-hal yang  belum cukup diatur dalam
Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis

pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan
Direktur RSUD.,

£
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Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Bupati  ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 18 ¢/ 2017

BUPATI PASAMAN BARAT,

SYA‘HIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal, [§ mM¢( 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PASAMAN BARAT,

‘/’_____———1;___————1’"

MANUS HANDRI

N

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017
PERATURAN BUPATI NOMOR : 4" TAHUN 2017
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PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

%, S
(RSUD) 2 18
Jin. Jendral Sudirman, JambakJalur V1, SimpangAmpekTelp/Fax : (0753) 65960
el = O e, L S Y I PANE AP SRR NS NI e e e

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B ) RSUD-BLUD

Nomor: /SP3B/BLUD/ /tanggal, bulan,tahun

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat memohon kepada :

Bendahara Umum Daerah selaku PPKD

agar mengesahkan dan membukukan pendapatan belanja BLUD sejumlah :

1. Saldo Awal Rp &
2. Pendapatan Rp =
3. Belanja Rp -
4. Kas Tunai Bendahara Rp -
5. Kas di Bank Rp .
6. Saldo Akhir Rp -
Untuk bulan :bulan......s/d........ tahun......

Dasar Pengesahan

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No 11 tahun 2015 tentang anggaran
pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016.
2. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 11 tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran

Pendap dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016.
3. DPA nomor 1.02 .02 tanggal........ bulan......tahun......
Urusan :1.02 Kesehatan
Organisasi : Rumah Sakit Umum Daerah
Nama SKPD : RSUD Pasaman Barat
Program :1.02.1.02.02.33 Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit
Kegiatan :1.02. 1.02.02.33.03 Pelayanan BLUD Rumah Sakit
PENDAPATAN BELANJA
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening l Jumlah
1200.0101.00195-6 total pendapatan 5 2 | 1 | 07 ]01|Biaya pegawai
triwulan |Rincian Belanja
S 2 | 2 | 29| 01|Biaya bahan dan alat laboratorium
Rincian Belanja
S 2 3 | 28| 6 [Biaya Belanja Modal
Rincian
" [Jumlah Pendap total pendap Jumlah Belanj

Jambak, tanggal ,bulan,tahun
Kepala OPD
RSUD Pasaman Barat

Tulis nama Direktur
NIP. coicreinisiasiinionnnsss
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RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

BELANJA GANTI UANG ( GU ) BLUD RSUD

1 2017

.gi:e

Nomor dan Tanggal SPP

bn di stempel oleh pejob

pelaksano kegiaton

No. SPM 1
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BLUD RSUD PASAMAN BARAT otong - g 3
No. |KODE REXENING | URAIAN

Supaya menerditian SPID kepada 1 Bendahara Pengeluaran il

2

3
Sendahara / Pibak ketiga *) 4|
No. Rekening Bank
Nama Bank
NPWP
Dasar Pembayaran
Untuk keperfuan

1 Belanja Tidak Langsung **)
2 Belanja Langsung **) Informas! :_(Tidok mengurongi jumiah pembayoran SPM)
Pembeb pada Kode Rekening No. | KODE REKENING URAIAN [ NILAI
KODE REKENING URAIAN NILAI — _
L B ... . R L 2
Jumlah SPP yang Diminta _______ : Re L)Y | 2 UTTrTrTrTrT T TsTrmomemememememmemmemmommemmmmemee =
Terbilang
Jambak, 2017
Pejabat Penatausahaan Keuangan
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Lamplran | 3

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT .
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
BELANIA BLUD RSUD A2l

Moot

SUNAT PENGANTAN

Kepada yth,
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Angyaran

<\
€\ // “
Dengan memperhatikan SURAT KEPUTUSAN BUPATI NO, ﬁcr.y 1 it ang panet apan parie apisn
Pola Pengelolaan keuvangan Badan Layanan Umum Daerah, p < 1 A\

bersama Inl kaml mengajukan Surat Perimintaan Permbaystan Km‘h NWJWI) sehagal berbut|
8. Urusan Permintaan ) )

SKPD : ((;/) )

Tahun Anggaran ;‘
Dasar Pengeluaran PD Nomor
Jumlah Slsa Dana $P0D !
IBE IR I TER IRV IAPR B IR A BB R ER PERR AP P ABI IR R s RPN BB s T
Sterbllang:
B4y 4L B P P P P Y PP PP PPy
[P pp— S S ——
Nama Bendahara Pengeluaran '
Jumlah Pernbayaran Yang Dirinta 1 Mp .
...... 08 a0 0 a0 5 5.8 e s 8 S 8 8 8 Mg 8 e 8 R A B R 8 N
o o 6 0 5 o 8 3 B 6 8 8 e 8 0 N9 8 8 B 8 N 5 B M B e B R 8 4

L L e e e SN T L T I

Iambak 07
BENDAHARA PENGELUARAN
MNip

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) @
NOMOR ‘,h ME

SPP LANGSUNG (LS)

SKPD H ( 2
Unit Kerja : ( )
Alamat $

No. RBA-SKPD/DPPPA-SKPD/DPAL-SK :

Tanggal RBA-SKPD/RAB-SKPD/DPAL-S :

Tahun Anggaran :

Bulan

Urusan Pemerintahan 3 ( )

W o NOW»BE WN -

Nama Program

—
o

Nama Kegiatan

v

A
u Kepada Yth.
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

SKPD

Dengan memperhatikan SURAT KEPUTUSAN BU " el W tentang Penetapan
Penerapan pola pengelolaan keuangan B nafi Umum Daerah.
Bersama ini kami mengajukan Surat Perfhfntaal fembayaran sebagai berikut:

Untuk Keperluan 5
Nama Bendahara Pengeluaran /Pihak
Alamat s
No. Rekening Bank

Nama Bank

~pang

Jambak, 2017
BENDAHARA PENGELUARAN
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RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor :
SPP Langsung (LS)
1 Jenls Keglatan ¢ . Gajl dan Tunjangan ¢. Barang dan Jasa
b. Pengembalian Pendapatan d. Lainnya
2 SKPD H
Unit Kerja H
Alamat SKPD / Unit Kerja : @
Urusan Pemerintahan s @
Nama Program :
Nama Keglatan H L

Nama Perusahaan : @
Bentuk Perusahaan : @

Alamat Perusahaan $ @

Nama Pimpinan Perusaan $

Nama dan No. Rekening Bank H

No. Kontrak H “

Untuk Pekerjaan / Keperluan
Dasar Pengeluaran

No
| RBA- SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD
Tanggal
Nimor H Rp &
n SPD
Tanggal : Nomor : Rp 2
Rp - L Rp -
i sp2p0
SP2D Peruntukan GU Rp =
SP2D Peruntukan LS Rp z
SP2D Peruntukan TU Rp F »-\
SP2D Peruntukan Nihil Rp £ 3
Rp - Rp &

Pada SPP Ini diteteapkan lampairan - lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP - 1

Jambak , 2017
BENDAHARA PENGELUARAN
Nip

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran PPK- SKPD

Salinan : Untuk Kuasa BUD
Salinan :  Untuk Bendahara Pengeluaran /PPTK
Salinan : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran /PPTK
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. Lampiran: 6

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) @
Nomor \& m'i

2

SPP Belanja BLUD RSUD
RINCIAN (RENCANA) PENGGUNAAN TAHUN ANGGARAN 2017
NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH

JUMLAH 0 ‘\‘

Terbilang :

Jambak, 2017
Bendahara Pengeluaran

Nip
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RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor

RINCIAN

SPP Belanja BLUD RSUD

RINCIAN (RENCANA) PENGGUNAAN TAHUN ANGGARAN 2017
NO |  KODEREKENING URAIAN JUMLAH

JUMLAH 0
L1 LR SR SRR SR (P (L N Ry S T T
) Jambak, 2017
- BENDAHARA PENGELUARAN

i
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Lamplrant 8 \
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

&

No. SPM { Darl !
Tanggal t Nomor t
SKPD ! Tanggal '

Tahun Anggaran ¢
Bank /Pos

Hendaklah mencalrkan darl baki Rekening Nomor
(Terbilang)

Uang Sejumlah

Kepada

NPWP

No. Rekening Bank
Bank /Pos
Keperluan Untuk

y N
No REKENING | JUMLAH

P

JUMLAH 0
Potongan - Potongan
NO REKENING URAIAN JUMLAH
JUMLAH
Informasl  : (tidak mengurangl jumlah pembayaran SP2D)
NO REKENING URAIAN JUMLAH

JUMLAH .

SP2D yang dibayarkan
Jumlah yang diminta  Rp.
Jumlah Potongan Rp.

Jumiah yang dibayarkar Rp.
Uang Sejumiah

- — - — — — — — — — — — — — — - — — — — — — — — — — — — —

Rekening

Jambak, 2017
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
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